
300 LAHAN PEMKOT TAK BERSERTIFIKAT 

 
beritamalukuonline.com 

 

 Pemerintah Kota Pangkalpinang terus melakukan pendataan terhadap aset-

asetnya. Pendataan dilakukan sejak awal 2016 lalu. Alhasil diketahui masih banyak 

lahan milik Pemkot Pangkalpinang yang belum bersertifikat. Pada awal pendataan 

jumlahnya mencapai lebih dari 300 bidang lahan. 

 Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Ratmida Dawam menyebutkan, aset-aset 

milik pemkot yang belum bersertifikat itu diantaranya lahan sekolah dan pusat 

kesehatan masyarakat (puskesmas). "Awal 2016, ada 300 lebih aset kita yang belum 

bersertifikat. Dari jumlah itu, hingga Juni 2017 sudah kita data dan sertifikasi sebanyak 

94 aset. Saat ini, ada sekitar 50 aset yang sedang dalam proses," kata Ratmida. Pihaknya 

terus bekerjasama dengan BPN untuk menyertifikasi aset-aset yang dimaksud. 

Tujuannya memberikan kepastian hukum atas lahan-lahan milik pemkot. 

"Kemarin ada 31 aset yang diukur. Hari ini ada 16. Belum lagi ditambah besok. Target 

kita, semua aset milik pemkot sudah disertifikasi pada 2018," ujar Ratmida. 

Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa Pemkot Pangkalpinang serius dalam menata 

dan mengelola aset-asetnya.  

  "Alhamdulillah di hari ketiga pengukuran aset-aset milik Pemerintah 

Kota Pangkalpinang bekerja sama dengan BPN untuk hari ini sebanyak 20 persil. Kami 

targetkan tahun ini bisa menyertifikatkan 51 persil," kata Sekretaris Daerah Kota 

Pangkalpinang, Ratmida Dawam. 

 Dia mengatakan, jika 51 persil tersebut bisa disertifikatkan, maka selama 

periode 2016-2017 aset tanah pemkot yang akan disertifikatkan lebih kurang 150 persil. 

Dikatakannya, pendataan tersebut sudah dimulai sejak Sabtu (2/9) dimana dalam waktu 

tiga hari tim aset sudah menyelesaikan 47 persil. "Untuk pendataan hari ini saya juga 

turun langsung ke lapangan bersama tim aset dan BPN. Untuk pendataan hari ini 

dilakukan di sekolah-sekolah, perumahan guru dan kantor lurah," katanya.  

 Ia berharap tim aset Pemkot Pangkalpinang dapat menyelesaiakan pendataan 

aset-aset tanah milik pemkot yang sejak dulu belum bersertifikat. 

 "Jika seluruh aset pemkot sudah disertifikat, maka kedepan tidak akan ada lagi 

aset yang menjadi temuan dan permasalahan," ujarnya. 

Diakui Ratmida, persoalan lahan pemkot merupakan persoalan klasik. Selama ini 

keterlambatan pendataan dan pembuatan sertifikat terjadi karena berbagai faktor. 



Diantaranya, pihak BPN mengalami kekurangan personel untuk mengukur lahan-lahan 

tersebut. Selain itu, banyak permasalahan aset di masa alu yang harus diselesaikan. 

Sejauh ini, koordinasi kita dengan BPN sangat bagus. Memang, kendalanya di SDM 

BPN masih kurang, sehingga saat pengukuran harus benar-benar dijadwalkan," tutur 

Ratmida. "Tetapi tidak apa, kami berupaya mengurai permasalahan sesuai tahapan dan 

aturan. Insya Allah bisa. Kami tidak putus asa. Kerja dan kerja ikhlas semoga hasilnya 

lebih baik lagi," lanjutnya.  

 Secara terpisah, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, Isnu Baladipa 

mengakui adanya keterlambatan dalam mengukur lahan milik pemerintah kota 

setempat. Alasannya antara lain karena minimnya SDM di instansinya. Namun, menurut 

Isnu, percepatan pembuatan sertifikat lahan juga tak terlepas dari faktor kinerja 

pemerintah kota. Terutama, kinerja pemkot dalam menyiapkan syarat administrasi yang 

dibutuhkan untuk diurus oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang. Kecepatan 

pembuatan sertifikat tergantung dari kesiapan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Di 

kantor pertanahan, satu bulan bisa selesai. Jadi tergantung pemiliknya. 

Karena itu dia menganjurkan agar pemkot segera mengurus administrasi yang 

dibutuhkan untuk menyertifikasi aset-asetnya tersebut. Pada 2017, sumber pembiayaan 

sertifikat menggunakan anggaran Kementerian Keuangan melalui Program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tak seperti tahun sebelumnya, anggaran sertifikasi 

lahan berasal dari pemohon. 

 Melalui PTSL, kata Isnu, pemerintah kota berkesempatan memanfaatkan bebas 

biaya sertifikat aset sebesar Rp400.000,00 per bidang tanah. Tenggat waktu 

pengumpulan administrasinya paling lambat bulan September. "Tahun ini ditahap 

pertama, ada sembilan sertifikat yang terselesaikan. Sementara di tahap kedua bulan 

September ini, baru 25 aset yang terukur dari 37 aset untuk diajukan Pemerintah Kota 

Pangkalpinang," ujarnya.  
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Catatan: 

 Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf 

c UUPA
i
 untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah 

susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang 

bersangkutan. (Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah). 

 Tujuan Pendaftaran Tanah menurut Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 adalah: 

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak 

atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan 

mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk 

Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 

mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

 Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur 

mengenai pentingnya melakukan pendaftaran tanah yaitu pada Pasal 42 dijelaskan bahwa 

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan 



pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan 

ini meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. 

Selanjutnya dalam Pasal 43 disebutkan bahwa BMN/D berupa tanah harus disertifikatkan 

atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sedangkan 

Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan 

atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

 Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang 

belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan 

itu. (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). 

 Terkait permasalahan ini, pernah menjadi temuan pemeriksaan BPK yang diangkat dalam 

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran (TA) 

2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang Nomor 

01/LHP/XVIII.PPG/01/2016 tanggal 4 Januari 2016. 

 

                                                           
i
 Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 


